


VIKTOR SANTOSO TANDIASAVIKTOR SANTOSO TANDIASA

   Sebagai Managing Partners pada
Law Firm VST and Partners dengan
pengalaman dalam penanganan
perkara Pengujian Undang-Undang di
Mahkamah Konstitusi sejak tahun
2011, dan Perkara sengketa Pemilu
dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi
sejak tahun 2019-2024 sebagai
kuasa hukum KPU RI, Serta di PTUN
sejak Tahun 2018. VST and Partners
menangani perkara dengan  analisis
yang tajam, menawarkan berbagai
langkah upaya serta Strategi dan

terobosan yang terukur, kajian komprehensif berbasis pengalaman dan
didukung dengan penanganan perkara secara profesional berintegritas dan
terpercaya.
     Berbagai Pengalaman dalam menangani perkara Pengujian Undang-
Undang, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Perkara Perselisihan
Hasil Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, PTUN sebagai
Kuasa Hukum KPU RI dan KPU Provinsi, membuat VST and Partners
memiliki keunggulan dalam memahami Proses penanganan,
tahapan/hukum acara dan Penguasaan Regulasi yang komprehensif.



PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 4/PUU-X/2012 (DIKABULKAN)
       Pengujian UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

       Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan Terhadap UUD 1945

Perkara Nomor 27/PUU-XI/2013 (DIKABULKAN)
       Pengujian UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

       atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan

        UU No.18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 22

        Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Terhadap UUD 1945

Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 (DIKABULKAN)
       Pengujian UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

       atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

       UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Terhadap

       UUD 1945

Perkara Nomor 31/PUU-XIII/2015 (DIKABULKAN)
        Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap

        UUD 1945

Perkara Nomor 60/PUU-XIII/2015 (DIKABULKAN)
       Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

       UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu

       No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

       dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

PENANGANAN PERKARA
DIKABULKAN TAHUN 2012 - 2024



Perkara Nomor 1/PUU-XVI/2018 (DIKABULKAN)
        UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 

        Terhadap UUD 1945

Perkara Nomor 42/PUU-XIV/2016 (DIKABULKAN)
       Pengujian UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

       Istimewa Yogyakarta terhadap UUD 1945

Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 (DIKABULKAN)
       Pengujian UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

       UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan

       DPRD Terhadap UUD 1945.

Perkara Nomor 83/PUUXVII/2019 (PIHAK TERKAIT)
       Pengujian UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan

       Pekerja Migran Indonesia Terhadap UUD 1945.

       ‘Menjadi Pihak Terkait Kontra Pemohon (Permohonan

       Pihak terkait Kontra PEMOHON Dikabulkan)’

Perkara Nomor 64/PUU-XVIII/2020 (DIKABULKAN)
       Pengujian UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

       UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

       Batu Bara Terhadap UUD 1945.

Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (DIKABULKAN)
       Pengujian Formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta

       Kerja Terhadap UUD 1945.

Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 (DIKABULKAN)
       Pengujian UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan

       Republik Indonesia Terhadap UUD 1945.



PERKARA NOMOR 26/PUU-XXI/2023 (DIKABULKAN)
        Pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Terhadap

        UUD 1945.

PERKARA NOMOR 132-PS/PUU-XXII/2024 (DIKABULKAN)
        Pengujian UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-

        Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

        Hayati dan Ekosistemnya.

Perkara Nomor 32/PUU-XXIII/2025 (DIKABULKAN)
        Pengujian Materiil UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025 (DIKABULKAN)
        Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

       Kementerian Negara.

Perkara Nomor 145/PUU-XXIII/2025 (DIKABULKAN)
        Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang

        Pers

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI

MAHKAMAH AGUNG RI

Perkara Nomor 20 P/HUM/2017 (DIKABULKAN)
        Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2017 terhadap Undang-

        Undang

Perkara Nomor 4 P/HUM/2023 (DIKABULKAN)
        Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 50 Tahun 2017 terhadap 

        UU HAM, UU Kesehatan



GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

JAKARTA
Nomor 346/G/TF/2023/PTUN.JKT (DIKABULKAN)

Nomor 316/B/TF/2024/PT.TUN.JKT (DIKABULKAN)
      

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA

DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI
No. 87/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pihak Terkait) - (Dismisal)

        Menangani Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

       Kabupaten Morowali Utara di Mahkamah Konstitusi

       dengan Kemenangan Dismisal.

No. 109/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pihak Terkait) - (Dismisal) 

       Menangani Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada 

       Kabupaten Banggai Kepulauan di Mahkamah Konstitusi 

       dengan kemenangan Dismisal.

No. 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pihak Terkait) - (Dismisal) 

       Menangani Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada

       Kabupaten Boven Digoel di Mahkamah Konstitusi dengan

       kemenangan Dismisal.

No. 330/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Pihak Terkait) - (Dismisal) 

       Menangani Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada

       Kabupaten Boven Digoel di Mahkamah Konstitusi dengan

       kemenangan Dismisal.



Tim Kuasa Hukum Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pengujian UU

LPS di Mahkamah Konstitusi

Tim Kuasa Hukum Wakil Presiden Drs. H. Jusuf Kalla dalam Pengujian

UU Pemilu sebagai Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi

Tim Kuasa Hukum Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas dalam Pengujian

UU MD3 di Mahkamah Konstitusi

Koordinator Tim Kuasa Hukum PT. Bongka Nova Energi dalam Proses

Mediasi dalam Proses Mediasi di Kementerian Hukum dan HAM

Koordinator Tim Kuasa Hukum Walhi dan Bupati Buol dalam Proses

Mediasi di Kementerian Hukum dan HAM

Koordinator Tim Kuasa Hukum Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI

pada Kamar Tata Usaha Negara - Dr. Teguh Satya Bhakti, M.H. dalam

Pengujian UU Pengadilan Pajak di Mahkamah Konstitusi

Koordinator Tim Kuasa Hukum Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara dkk

dalam Pengujian UU BPK di Mahkamah Konstitusi

Koordinator Tim Kuasa Hukum Migrant Care dan Serikat Buruh

Migrant Indonesia dalam Pengujian UU PPMI sebagai Pihak Terkait di

Mahkamah Konstitusi

Koordinator Tim Kuasa Hukum Human Rights Watch (HRW) sebagai

Pihak Terkait di Mahkamah Agung

Tim Kuasa Hukum KPU RI dalam Penanganan Pemilu Tahun 2019 di

Mahkamah Konstitusi

Tim Kuasa Hukum KPU Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2020

dalam Perkara PHPU.D di Mahkamah Konstitusi

Koordinator Tim Kuasa Hukum Uji Formil Undang-Undang Cipta Kerja

di Mahkamah Konstitusi

Koordinator Tim Kuasa Hukum Para Purnawirawan Jenderal TNI di

Mahkamah Konstitusi

Kuasa Hukum Para Jaksa Fungsional (Gol. IV/c, IV/d) Kejaksaan Agung

RI di Mahkamah Konstitusi

Konsultan Hukum Greenpeace Indonesia Periode Tahun 2022

PENGALAMAN PENANGANAN PERKARA



Tim Kuasa Hukum KPU RI dalam Penanganan di Badan Pengawas

Pemilu RI Tahun 2022

Kordinator Tim Kuasa Hukum Pengacara Pajak dalam Pengujian

Undang-Undang Pengadilan Pajak di Mahkamah Konstitusi

Tim Kuasa Hukum Bupati Mimika Johannes Rettob dalam Pengujian

UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi dan Gugatan Perbuatan Melanggar

Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta

Kuasa Hukum Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI dalam Pengujian

UU TNI di Mahkamah Konstitusi

Tim Kuasa Hukum KPU RI dalam Penanganan Pilpres 2024 di

Mahkamah Konstitusi

Kuasa Hukum Para Jaksa Fungsional (Gol. IV/c, IV/d) Kejaksaan Agung

RI Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige

Overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Tim Kuasa hukum Anggota DPR RI periode 2019-2024 (H. M. Idirs

Laena) dalam sengketa Pemilihan Legislatif di Mahkamah Konstitusi

Tahun 2024

Kuasa Hukum Dokter-Dokter dalam Pengujian Peraturan Konsil

Kedokteran di Mahkamah Agung

Kuasa Hukum Pensiunan Lintas Angkatan Kementerian Luar Negeri di

dalam Pengujian UU Perbendaharaan Negara di Mahkamah Konstitusi

dan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige

Overheidsdaad) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Kuasa Hukum Wakil Jaksa Agung (Ketua Umum Persatuan Jaksa

Indoensia) dalam Pengujian UU Kejaksaan sebagai Pihak Terkait di

Mahkamah Konstitusi

Kuasa Hukum Jaksa-Jaksa pada Kejaksaan Agung RI dalam Pengujian

UU Ekstradisi dan UU MLA di Mahkamah Konstitusi

Kuasa Hukum Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) dalam Pengujian

UU Pers di Mahkamah Konstitusi

PENGALAMAN PENANGANAN PERKARA



Menjadi Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagai
Pihak Terkait   dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor 87/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Menjadi Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagai

Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 109/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Menjadi Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagai

Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi

Perkara Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 - 330/PHPU.BUP-XXIII/2025.

PENGALAMAN PENANGANAN PERKARA



 
VST & PARTNERS

Penanganan Perkara  Uji Formil UU Cipta Kerja



 
VST & PARTNERS

Penanganan Perkara Para Jaksa Senior Seluruh Indonesia
di Mahkamah Konstitusi



 
VST & PARTNERS

Memindahkan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke
Mahkamah Agung RI Melalui Pengujian Undang-Undang



 
VST & PARTNERS

Menjadi Kuasa Hukum Kababinkum TNI di Mahkamah Konstitusi



 
VST & PARTNERS
Menjadi Kuasa Hukum Persatuan Jaksa Indonesia 

di Mahkamah Konstitusi



 
VST & PARTNERS
Menjadi Kuasa Hukum Ikatan Wartawan Hukum 

di Mahkamah Konstitusi



 
VST & PARTNERS

Tim Kuasa Hukum Pemohon dalam
Perkara PHPU Legislatif Tahun 2024
di Mahkamah Konstitusi 

02

Firma Hukum yang berpengalaman menangani Perkara Sengketa
Perselisihan Hasil Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi

Tim Kuasa Hukum KPU Republik
Indonesia Tahun 2024 dalam Perkara
PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi 

01

Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait Bupati
Morowali Utara (Tengah) dan Bupati
Banggai Kepulauan (Kanan) dalam
Perkara Pilkada 2024 di Mahkamah
Konstitusi

03

Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Boven Digoel dalam Perkara
Pilkada 2024 di Mahkamah
Konstitusi

04



 
VST & PARTNERS

Firma Hukum yang berpengalaman menangani Perkara Sengketa
Perselisihan Hasil Pemilu dan Pilkada di Mahkamah Konstitusi

Kuasa Hukum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dalam Pilkada
tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi



 
VST & PARTNERS

Menjadi Narasumber di Mahkamah Konstitusi 
dalam Memberikan Sumbangsih Pemikiran



 
VST & PARTNERS

Menjadi Narasumber di Mahkamah Konstitusi 
dalam Memberikan Sumbangsih Pemikiran



 
VST & PARTNERS

Menjadi Narasumber di Mahkamah Konstitusi 
dalam Memberikan Sumbangsih Pemikiran

Bersama Kepala Badan
Keahlian DPR RI
Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono
dan
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
DPR RI

Bersama Kepala Badan
Keahlian DPR RI

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono
dan

Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang

DPR RI

Serta
Para Ahli dan Tim Badan

Keahlian DPR RI



KEUNGGULAN 

Memahami secara Detail Pengurusan Perkara di Mahkmah
Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Memahami Hukum Acara di Mahkmah Konstitusi dan Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) secara Holistik

Memiliki Jaringan Ahli yang Berkompeten di Mahkamah
Konstitusi, PTUN, dan Bawaslu serta DKPP 

Memiliki jaringan Media Mainstream Nasional yang kuat dan
khusus meliput pemberitahuan Hukum dan Kepemiluan. 

Memahami Berbagai Peraturan Perundang-Undangan serta
Putusan-Putusan yang terkait tentang Pengujian Undang-
Undang, Kepemiluan dan Pilkada serta Sengketa Tata Usaha
Negara secara Komprehensif 

Memiliki Strategi serta Analisis yang berbasis pada Pengalaman
Praktek di Mahkamah Konstitusi sejak Tahun 2011 dan di
Pengadilan Tata Usaha Negara 

Memiliki Media Publikasi Melalui Channel Youtube dan Tiktok
Konstitusionalis TV 


